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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN

DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN

LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penetapan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia
Tahun Anggaran 2015, terdapat perubahan alokasi
anggaran Kementerian Dalam Negeri;

b. bahwa dengan adanya penetapan Peraturan Presiden
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam
Negeri, terdapat perubahan nomenklatur Program
lingkup Kementerian Dalam Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
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Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan
Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup
Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik
Indonesia Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5209);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun
2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 4);
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13. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

14. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun
2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan
Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015
TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN
PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM
NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2015
tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup
Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi lingkup
Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2015 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat , meliputi:

a. Program Bina Administrasi Kewilayahan;

b. Program Bina Pembangunan Daerah;

c. Program Bina Pemerintahan Desa;

d. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri; dan

e. Program Penataaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

2. Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 9

(1) Rencana program, kegiatan dan anggaran tugas pembantuan lingkup
Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2015 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:

a. Program Bina Administrasi Kewilayahan;

b. Program Bina Pembangunan Daerah; dan

c. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

3. Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Gubernur menunjuk dan menetapkan KPA pelaksana kegiatan
dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur.

4. Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Menteri menetapkan KPA pelaksana kegiatan tugas pembantuan
dengan Keputusan Menteri.

(2) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
usulan gubernur dan bupati/walikota yang menerima penugasan.

(3) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri.

(4) Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, Menteri
mendelegasikan penunjukan KPA atas pelaksanaan tugas
pembantuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

5. Pasal 20 diubah dan ditambahkan 1 (ayat), sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) KPA kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ayat
memiliki tugas dan wewenang meliputi:

a. menetapkan PPK;

b. menetapkan PPSPM;

c. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;

d. menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;

e. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam
pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

f. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
pencairan dana;
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